
Itulah sebabnya 14 orang, tiga di antaranya adalah

komisioner KPK periode 2015-2019 mengajukan uji

formil agar MK membatalkan UU ini. Alasannya

karena penyusunan revisi UU KPK ini tidak

memenuhi rambu-rambu prosedural formil pemben-

tukan undang-undang. Selain itu, cacat prosedural

karena tidak melalui proses perencanaan dalam pro-

gram legislasi nasional (prolegnas) prioritas dan tidak

mengedepankan aspek partisipasi publik.   Maka UU

KPK ini dalam penyusunannya tidak sesuai dengan

UU No 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan

Perundang-undangan.

Bahkan uji formil ke MK yang diajukan sejumlah

pihak itu mendapatkan dukungan dari hampir se-

mua pusat studi antikorupsi di PTN/PTS. Seruan

kepada MK untuk mengabulkan permohonan

membatalkan UU KPK ini sebelumnya disampai-

kan Koalisi Guru Besar Antikorupsi dari berbagai

universitas di Indonesia.  Namun MK bergeming,

dan menyatakan dalam putusannya bahwa

Hakim MK menolak keberatan yang diajukan oleh

para pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Di antaranya terkait dengan naskah akademik fik-

tif, tidak melibatkan masyarakat, dan dikatakan ti-

dak masuk dalam daftar prolegnas serta penye-

lundupan dalam proses pembuatan UU.

Kini KPK telah mengalami pengkerdilan yang

sempurna. Karena secara materi isi UU KPK ini telah

menempatkan KPK sebagai bagian dari pemerintah

(eksekutif) bukan sebagai lembaga independen se-

bagai manifestasi lembaga bantu negara. Atau

komisi-komisi negara dalam desain ketatanegaraan

modern yang bukan bagian dari Trias Politika (ek-

sekutif, yudikatif ataupun legislatif) melainkan lemba-

ga yang di dalam memiliki cakupan ketiganya.

Itulah sebabnya pada saat melakukan amande-

men terhadap UUD 1945 pada tahun 1999-2002

diperkenalkan aneka Komisi-Komisi Negara di

Indonesia, termasuk KPK. Di dalam diri lembaga

quasi negara ini memiliki kewenangan untuk mem-

buat peraturan sendiri, membuat perencanaan

anggaran sendiri. Bahkan dalam batas-batas terten-

tu memiliki peran-peran yudisial dalam bentuk penyi-

dikan, penyelidikan dan penuntutan.

Namun dengan putusan MK terbaru yang me-

nempatkan KPK sebagai bagian dari eksekutif ini,

maka berkonsekuensi pada kembalinya konsep

Trias Politika dalam desain ketatanegaraan kuno.

Padahal kelahiran KPK dalam konteks ketatane-

garaan modern sesungguhnya mencerminkan tak

relevannya lagi konsep Trias Politika ini. Ke depan

pemberantasan korupsi akan dengan mudah diinter-

vensi oleh DPR dan pemerintah. Tanpa taring pem-

berantasan korupsi,  KPK akan bermetamorfosis

menjadi lembaga bantu polisi dan jaksa.

Sesungguhnya dampak dari diberlakukannya UU

No 19/2019 tentang KPK ini juga ditunjukkan lewat

skor indeks persepsi korupsi. Skor CPI dan peringkat

global Indonesia turun drastis, dari skor 40 pada

tahun lalu menjadi hanya 37 pada 2020. Sementara

peringkat global Indonesia dari 85 dunia kembali tu-

run menjadi 102.

Dengan putusan MK ini musnah sudah harap-

an publik agar KPK kian bertaring dalam pember-

antasan korupsi. Karena puncak harapan itu sejak

awal diamanatkan di pundak hakim MK. Tujuan

utama uji formil UU KPK ini agar MK membat-

alkannya dan publik berharap MK mengemba-

likan ke UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK yang

jauh lebih kuat dalam komitmen pemberantasan

korupsi. Dan MK diharapkan dengan putusan pro-

gresifnya akan mengembalikan kondisi pember-

antasan korupsi seperti semula. 

(Penulis adalah  Pengajar Pascasarjana Ilmu Hu-

kum dan Direktur LKBH FH UNS Surakarta)-f

tempat wisata selama libur lebaran 6-

17 Mei. Dalam hal ini Luqman menilai

akan lebih baik jika selama libur

lebaran, seluruh pemerintah daerah ti-

dak mengizinkan pembukaan tempat

wisata di daerah-nya masing-masing. 

ÒKarena itu saya minta Mendagri

segera bikin kajian mendalam untuk

menerbitkan instruksi ke seluruh

daerah terkait penutupan tempat wisa-

ta selama libur lebaran,Ó kata Luqman.

Pada kesempatan ini ia juga menilai

bahwa berbagai kebijakan antisipatif

yang diterbitkan pemerintah pusat

seperti larangan mudik, pembatasan

buka puasa bersama, larangan gelar

griya bagi ASN, jangan sampai rusak

dan sia-sia akibat pemerintah tidak

menghitung ancaman badai Covid-19

yang datang dari tempat-tempat wisa-

ta selama libur lebaran.              (Ful)-f
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Jasa Raharja Bagi
Kuota Internet Gratis
YOGYA (KR) - Menyambut Hari Raya Idul Fitri 2021 pada

masa Pandemi Covid-19, PT Jasa Raharja mengadakan

program ÔMudik Online Aman EnakÕ (MOLAE) dengan

membagikan kuota internet secara gratis kepada masyara-

kat. Demikian dikatakan Direktur Utama PT Jasa Raharja,

Budi Raharja, dalam acara Press Gathering secara virtual,

Kamis (6/5).

Budi menjelaskan, dengan program MOLAE PTJasa Raharja

ingin memberikan solusi dengan tetap menyelenggarakan pro-

gram mudik, namun dengan nuansa yang berbeda yaitu mem-

bagikan kuota data gratis kepada 10.000 peserta yang terdiri dari

5.000 pendaftar dan 5.000 keluarga yang menjadi tujuan.

ÒDengan hal ini masyarakat dapat tetap ber-Hari Raya dan

bersilaturahim dengan keluarga melalui fasilitas video call secara

aman. Aman dari risiko kecelakaan dalam perjalanan maupun

aman dari penyebaran Covid-19,Ó ujar Budi.

Adapun syarat peserta MOLAE yaitu dengan download dan

aktivasi Aplikasi JRku atau melalui website : mudik.jasaraharja.

co.id menggunakan HP dengan OS android atau IOS dan sup-

port GPS, mendaftarkan anggota keluarga yang dituju dengan

jarak minimal 50 km dari posisi pendaftar. Selain itu download dan

aktivasi Aplikasi ÔLINK AJAÕ menggunakan HP dengan OS an-

droid atau IOS dan support GPS. (Cdr)-f

transportasi harus intensif dan konsisten

mengawal kebijakan peniadaan mudik.

ÒKami akan lakukan koordinasi secara in-

tensif, melakukan evaluasi, kajian, dan me-

ngunjungi tempat-tempat yang harus diko-

ordinasikan, dan memberikan dukungan

kepada semua pihak terkait,Ó tuturnya.

Posko Terpadu Pengendalian

Transportasi berlokasi di Kantor Kemenhub

melibatkan segenap unsur Kemenhub,

Polri, BMKG, Basarnas, KNKT, PT ASDP

Indonesia Ferry, PT Jasa Marga, Jasa

Raharja, dan instansi terkait lainnya.

Melalui posko ini dapat dipantau perge-

rakan arus kendaraan di simpul-simpul

transportasi, yakni di 48 terminal, 16

pelabuhan penyeberangan, 50 bandara, 51

pelabuhan, sembilan Daerah Operasi

(Daops) Kereta Api, dan empat Divisi

Regional (Divre) Kereta Api. Dapat dipantau

juga sejumlah titik di jalan nasional nontol

maupun tol melalui CCTV.

Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat

Kemenhub Marta Hardisarwono dalam we-

binar yang diselenggarakan Divisi Humas

Polri menyampaikan, Pemerintah menyiap-

kan 381 pos penyekatan untuk mencegah

perjalanan pemudik ke kampung halaman

masing-masing. Titik penyekatan itu ada di

akses utama keluar-masuk jalan tol dan

nontol.

ÒBagi yang nekat mudik akan diputar balik

dan sanksi lain sesuai Undang Undang.

Sedangkan untuk kendaraan umum

sanksinya dilarang beroperasi sampai

masa angkutan Idul Fitri berakhir,Ó ujar

Marta.

Kabid Perubahan Perilaku Satgas Covid-

19 Sonny B Harmadi mengemukakan,

larangan mudik dilakukan untuk melindungi

seluruh masyarakat. ÒKita sudah belajar dari

empat kali libur panjang selalu terjadi lon-

jakan Covid-19,Ó terang Sonny.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Prabowo

Argo Yuwono mengakui, meskipun mem-

bawa risiko yang tinggi bagi diri sendiri,

keluarga, dan masyarakat, banyak yang

mencari celah untuk tetap dapat mudik

Lebaran tahun ini. ÒSalah satunya dengan

pola mudik lebih awal dan balik di luar masa

larangan,Ó ungkapnya.

Menurut Argo, larangan ini dimaksudkan

agar upaya vaksinasi yang sudah dilakukan

bisa menghasilkan kondisi kesehatan yang

maksimal.

Peneliti dari Pusat Studi Transportasi dan

Logistik (Pustral) UGM Dr Arif Wismadi me-

nyatakan, kebijakan pelarangan mudik un-

tuk mencegah penyebaran Covid-19 di

daerah. Evaluasi kebijakan tersebut dapat

dilihat sisi  efektivitas dan efiensinya.

Efektivitasnya selalu mengacu pada

ketepatan memilih cara untuk mencapai tu-

juan, sedangkan efisiensi terkait pelak-

sanaan cara tepat tersebut dengan benar

sehingga biayanya minimal namun penca-

paian tujuannya maksimal.

ÒMeski penyekatan sangat ketat, ke-

mungkinan lolosnya pemudik bahkan pada

periode pelarangan mungkin masih bisa ter-

jadi. Setelah pemudik lolos dan sampai di

wilayah DIY, bola panas pemudik menjadi

masuk kewenangan lokal. Maka antisipasi

harus tetap fokus pada tujuan pencegahan

penyebaran Covid-9,Ó katanya. 

Diakui, saat ini banyak wilayah yang me-

nutup perbatasan. Namun di sisi lain mem-

promosikan wisata lokal untuk menolong

usaha masyarakat. Jika hal tersebut menja-

di kebijakan daerah maka protokol wisata

baru yang menggunakan protokol ketat,

jarak aman ekstrem yang dikendalikan, di-

tambah komunikasi hybrid semacam itu

bisa diperkenalkan.           (Imd/Ati/Ria/Ira)-f

MENGHINDARI PENYEBARAN LUAS COVID-19

Santri Tak Mudik Demi Kepentingan Umum

ÒKetika muncul imbauan

agar santri tidak pulang, sebe-

tulnya itu bukan sesuatu yang

luar biasa. Mereka bisa menye-

suaikan. Termasuk bagi penge-

lola pondok pesantren,Ó ujar

Anggota Dewan Perwakilan

Daerah (DPD) RI, Ir H Cholid

Mahmud MT kepada KR,

Kamis (6/5) menanggapi im-

bauan agar para santri tidak

mudik.

Menurut Cholid, dari aspek

fikih atau perhitungan Islam,

maka dengan bertahan untuk

tidak mudik, maka santri terse-

but akan mendahulukan ke-

pentingan umum. Yakni meng-

hindari penyebaran Covid-19 di

tempat mudik. Dan juga tidak

membuka peluang membawa

virus ke pondok jika di kam-

pungnya terjadi penyebaran.

ÒTidak mudik, berarti santri

tersebut memihak kepentingan

orang banyak,Ó ujar Cholid

yang juga dikenal sebagai pe-

ngasuh pondok pesantren di

Yogya.

Jika santri kemudian memilih

untuk mudik, maka akan

menonjol kepentingan prihadi.

Sementara faktor risiko penye-

baran penuluran yang ditim-

bulkan menjadi terabaikan.

Lantas perlukah ada pro-

gram tambahan untuk mengisi

waktu para santri di pondok se-

lama mereka tidak mudik?,

menurut Cholid, tidak perlu ada

program tambahan. Sejauh ini,

pondok pesantren sudah pu-

nya banyak program. Tinggal

menjalani program yang sudah

ada dengan baik. ÒTinggal

bagaimana menguatkan hati

para santri,Ó ujar Cholid.

ÒMenguatkan itu adalah

bagaimana para santri itu berta-

han tidak mudik bukan karena

dipaksa, tetapi karena ke-

sadaran yang bersumber dari

pemahaman terhadap ajaran

agama. Jadi seperti ini, mem-

praktikkan ajaran agama dalam

tindakan nyata. Jadi agama

mengajarkan  mengutamakan

kemaslahatan umum daripada

kepentingan pribadi, maka

sekarang ini mempraktikkan-

nya,Ó ujarnya.

Diakui Cholid, untuk dapat

keluar dari pandemi, membu-

tuhkan peran banyak pihak.

Diharapkan peran para santri

dengan mengikuti imbauan pe-

merintah.                           (Jon)-d

KR-Istimewa

H Cholid Mahmud 

YOGYA (KR) - Para santri tidak mudik selama
Lebaran, bukan sesuatu yang luar biasa. Karena
mereka tetap bisa  menjalankan aktivitas di pondok
pesantren seperti hari-hari biasa. Demikian pula ba-
gi pengelola pondok, termasuk pengajarnya, juga
tetap menjalankan aktivitas mengajar seperti di-
lakukan sehari-hari.

Sleman mendirikan lima pos, terdiri empat

pos pengamanan dan satu pos pelayanan.

Dari kelima pos itu, lokasi penyekatan hanya

dilakukan di Pos Prambanan dan Tempel

yang merupakan jalur perbatasan DIY de-

ngan Jawa Tengah.

Sejumlah posko penyekatan di per-

batasan maupun jalur-jalur alternatif di DIY

telah dioperasionalkan guna mencegah ma-

suknya pemudik dari luar daerah. Apabila ter-

nyata ada pemudik yang lolos dari posko

penyekatan perbatasan atau sudah mudik

terlebih dahulu, maka yang perlu dilakukan

penguatan peran dan keterlibatan warga

melalui Jaga Warga sebagai upaya memini-

malkan penyebaran Covid-19. 

Gubernur DIYSultan Hamengku Buwono

X mengatakan, Pemda DIY mendukung

penuh keputusan Pemerintah Pusat

melarang masyarakat melakukan mudik an-

tarprovinsi dalam rangka Idul Fitri 1442

H/2021 M sebagai upaya menekan laju

penyebaran Covid-19. Hal ini dilakukan guna

mencegah naiknya angka kasus positif di

DIY setelah masa libur panjang dan mem-

buktikan kondisi krisis masih sering terjadi

meskipun PPKM Mikro telah diterapkan se-

cara ketat. 

ÒMuncul persoalan yang harus ditindaklan-

juti dengan pelaksanaan kebijakan larangan

mudik tersebut. Kira-kira orang yang dari luar

daerah yang lolos penyekatan di perbatasan

hingga akhirnya masuk DIY, akan diper-

bolehkan masuk DIYatau diminta putar balik,

saya minta itu dibicarakan Satgas dan diko-

munikasikan dengan Pemkab/Pemkot,Ó ujar

Sultan usai memimpin Rakor Forum

Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)

DIYdi Gedhong Pracimosono Kepatihan.

Sultan menyampaikan, apabila ada pe-

mudik yang sudah tiba sebelum diber-

lakukan larangan mudik, maka pendatang

tersebut tetap diwajibkan melakukan karanti-

na atau isolasi mandiri selama lima hari.

Pemudik yang berhasil lolos ini tetap akan

dikontrol melalui aplikasi Jogja Pass supaya

memudahkan pendataan maupun tracing

apabila terjadi kasus positif Covid-19.   

ÒSaya punya harapan tidak ada kenaikan

jumlah kasus positif Covid-19 di DIY selama

libur Lebaran tahun ini. Partisipasi warga di

tingkat RT/RW melalui Jaga Warga harus

senantiasa diperkuat. Metode Jaga Warga

ini menekankan prinsip gotong royong, seba-

gaimana modal sosial masyarakat DIY de-

ngan turut melakukan kontrol kepada pen-

datang yang masuk ke wilayahnya,Ó tandas-

nya.

Raja Kraton Yogyakarta ini juga meminta

masyarakat DIYtidak mudik atau melakukan

perjalanan ke luar wilayah DIY dulu.

Sedangkan warga DIYyang sedang berada

di luar wilayah DIY untuk tidak pulang kam-

pung ke DIY untuk sementara waktu. ÒBagi

warga masyarakat yang tidak memiliki ke-

pentingan mendesak di luar rumah, saya

harap tetap di rumah saja dan menunda

bepergian,Ó imbuh Sultan.

Sejumlah kendaraan diminta putar balik

setelah memasuki wilayah Provinsi Jawa

Tengah usai melintas Jembatan Kali Krasak

di perbatasan Jateng dan DIY. Sebelumnya,

Petugas Gabungan Polres Magelang,

Kodim 0705/Magelang, Dinas Perhubung-

an, Dinas Kesehatan dan lainnya melakukan

Operasi Ketupat Candi 2021, di antaranya

penyekatan di sekitar Tugu Selamat Datang

atau Tugu Ireng di Salam, Magelang.

Wakapolres Magelang Kompol Aron

Sebastian SIK MSi dan Kabag Ops Kompol

Maryadi SH mengatakan, sejumlah kenda-

raan plat nomor luar daerah diminta putar ba-

lik, di antaranya karena tidak dapat menun-

jukkan surat keterangan kesehatan hasil

swab antigen maupun surat keterangan lain-

nya. Kapolres Magelang AKBP Ronald A

Purba SIK MSi mengatakan, penyekatan di-

lakukan terhadap pendatang yang memasu-

ki wilayah Jateng di wilayah perbatasan

Jateng dan DIYdi Kecamatan Salam.

Nekat membawa pemudik, sembilan tra-

vel berplat nopol luar Semarang yang

memasuki Gerbang Tol Kalikangkung,

Semarang, dipaksa putar balik. Kasatlantas

Polrestabes Semarang AKBP Sigit menga-

takan, penyekatan dilakukan terhadap

kendaraan trevel plat luar daerah menuju

Jateng yang lepas dari Brebes-Pejagan.

Kendaraan travel yang diputar balik itu

bernopol Bogor (F), Jakarta (B), Surakarta

(AD) dan Cirebon (E).

(Ayu/Ira/Ria/Tha/Cry)-f
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